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Abstract. Zakat fitrah is one of the obligatory zakat payments for every Muslim during the 

month of Ramadan. Zakat fitrah is collected by relevant institutions such as BAZNAS and 

the Zakat Collection Unit established by the government. In this case, the Zakat Collection 

Unit, which manages and distributes zakat fitrah independently, found discrepancies in the 

recipients of zakat and the distribution was not on time. Based on these problems, the focus 

of this study is to determine the Fiqh Review of Zakat on the distribution of zakat fitrah 

which was carried out evenly at the Al-Hikmah Jami Mosque. The research method used is 

a descriptive qualitative method that aims to dig up in-depth information related to the 

collection of zakat fitrah to the distribution of zakat fitrah and to determine the criteria for 

determining mustahik carried out by the Zakat Collection Unit. Where this study has results 

if the zakat fiqh review of the distribution of zakat fitrah evenly at the Al-Hikmah Jami 

Mosque is not fully in accordance with the provisions of zakat fiqh. 
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Abstrak. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat yang wajib dilaksanakan oleh 

setiap muslim pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dikumpulkan pada lembaga terkait seperti 

BAZNAS maupun Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini 

Unit Pengumpul Zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah secara mandiri 

terdapat temuan ketidaksesuaiannya dalam penerima zakat serta pendistribusian yang tidak 

tepat pada waktunya. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah agar 

bisa mengetahui Tinjauan Fikih Zakat pada pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan 

secara merata di Masjid Jami Al-Hikmah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode 

kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait 

pengumpulan zakat fitrah hingga pendistribusian zakat fitrah serta mengetahui kriteria 

penetapan mustahik yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat. Dimana penelitian ini 

memiliki hasil jika tinjauan fikih zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata 

di Masjid Jami Al-Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat. 

Kata Kunci: Fikih Zakat, Pendistribusian, Zakat Fitrah. 
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A. Pendahuluan 

Harta merupakan titipan dari Allah SWT sebagai bentuk amanah yang peruntukkan nya untuk 

digunakan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu bentuk penyaluran harta 

kepada yang berhak melalui zakat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung 

hikmah dan manfaat yang besar serta mulia bagi yang berzakat (muzakki) serta untuk penerima nya 

(mustahiq) (Hafidhuddin, 2008). Zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam perekonomian 

dan juga penghambaan (ta`abbudi) kepada Allah.(Sri Apriliyani et al., 2021) Maka zakat dapat 

menghindarkan manusia dari sifat yang merusak jiwa serta membersihkan dari sifat-sifat tercela  

Dalam pandangan Islam, zakat tidak hanya ibadah yang dijalankan secara personal yang 

bersifat kemanusiaan, melainkan juga tugas petugas yang memiliki wewenang dalam mengurus zakat 

dan problem sasaran penerima zakat. (Muzayyanah & Yulianti, 2020) 

Pembagian harta antara orang kaya dan fakir miskin diambil dari harta yang berkecukupan 

dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga tidak ada penumpukan harta di salah satu sisi dan 

kekurangan serta kemiskinan di sisi lain (Rais, 2009). Dalam peruntukkan nya, zakat dibagi menjadi 

dua yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan 

jika telah mencapai takaran minimal (nishab) dan ketentuan jangka waktu setahun (haul). Sedangkan 

zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dikeluarkan di bulan Ramadhan hingga 

shalat Idul Fitri di tegakkan. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa seseorang yang telah 

melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dari perbuatan yang tidak baik, untuk mencukupi kebutuhan 

para mustahik agar tidak meminta-minta di hari raya. Zakat fitrah dapat dikeluarkan dengan takaran 

satu sha`atau setara dengan 2,5kg beras (Menteri Agama Republik Indonesia, 2014). Zakat dapat 

dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga lain serta Unit 

Pengumpul Zakat di daerah terdekat muzakki. Pengelolaan zakat tidak hanya pengumpulan dan 

perhitungan, melainkan pendistribusian yang memerlukan kehati-hatian para amil zakat.  

Salah satu permasalahan zakat fitrah yakni pendistribusian zakat fitrah, penentuan kriteria 

mustahik oleh para amil tidak sesederhana penyebutan delapan golongan penerima zakat (Liana, 

2018). Hal ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat demi tercapainya tujuan 

keadilan dalam perekonomian. Karena masih terdapat zakat yang di distribusikan tidak tepat sasaran 

bahkan tidak mendahulukan delapan golongan asnaf yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, 

riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil dengan hal tersebut menjadi ketimpangan di masyarakat (Murtadho 

et al., 2025). Hal ini tidaklah sesuai prinsip keadilan sosial, kebijaksanaan, yang berhubungan dengan 

distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan untuk mencegah kemiskinan. Sehingga sering terjadi 

zakat fitrah yang seharusnya disalurkan bagi mereka yang berhak menerimanya, malah salah sasaran 

bahkan disalurkan secara merata kepada masyarakat karena mengikuti kebiasaan tradisional (Ansori, 

2017; Septian Nugraha et al., 2024).  

Pendistribusian zakat memerlukan kajian mendalam terhadap kriteria penerima zakat. Hal ini 

bertujuan agar zakat di salurkan dan di distribusikan tepat sasaran juga berkeadilan ekonomi. Salah 

satu bentuk kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh amil yakni dengan melihat secara langsung 

kondisi perekonomian para calon penerima zakat, sehingga tidak ada orang kaya atau yang tidak 

masuk kedalam kriteria penerima zakat, menerima zakat nya. Akan tetapi realita yang terjadi di 

masyarakat umumnya masih terdapat amil zakat yang kurang mematuhi aturan yang telah diterapkan 

dalam fikih zakat sehingga muncul problematika yang terjadi setelah pendistribusian zakat.(Sari et 

al., 2023; Wahyudi, 2021)  

Berdasarkan temuan penulis dari laporan unit pengumpul zakat bahwa pada tahun 2024 

terdapat 598 muzakki  serta 283 jiwa mustahik yang menerima daripada zakat fitrah dengan menerima 

uang tunai sebesar Rp. 60.000/jiwa dan beras 2,59 kg tiap Kepala Keluarga dapat diketahui bahwa 

terdapat orang kaya yang menerima daripada manfaat zakat fitrah.  

Berdasarkan fakta yang ditemukan, orang kaya tersebut menerima zakat karena pendataan 

dari RT setempat yang mencantumkan orang kaya tersebut menerima zakat fitrah.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan agar dapat melakukan 

penelitian secara lanjutan terkait pendistribusian zakat fitrah ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Agar dapat mengetahui ketentuan fikih zakat terkait golongan penerima zakat fitrah di Masjid 

Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi  
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2. Agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah 

Kelurahan Cipageran Kota Cimahi  

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dari 

perspektif partisipan (Yusriani, 2022). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 

metode deskriptif yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang Pendistribusian Zakat Fitrah 

di Masjid Jami Al Hikmah. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas 

dasar fakta yang dilakukan dengan cara wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen laporan Unit 

Pengumpul Zakat. Kemudian menganalisis Fikih zakat yang berkaitan dengan pendistribusian zakat 

yang kemudian dilanjutkan dengan field research (penelitian lapangan) di Masjid Jami Al Hikmah 

untuk menggali konteks sosial, hukum yang melatarbelakangi pendistribusian zakat secara merata 

serta dampaknya terhadap masyarakat. Melalui metode ini diperoleh dua jenis data yaitu data sekunder 

yang bersifat teoritis dari Fikih Zakat dan data primer yang bersifat praktis melalui wawancara dan 

observasi langsung. 

Dalam mengumpulkan data dilaksanakan melalui wawancara, dokumentasi serta verifikasi 

data yang ditemukan oleh penulis pada laporan unit pengumpul zakat. Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data di mana peneliti melakukan wawancara secara lisan dengan berbagai informan 

yang dapat memberikan informasi tentang topik penelitian mereka.(Yusriani, 2022). Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari informan serta memperoleh informasi 

yang mendalam dan komprehensif dengan memberikan beberapa gagasan dasar atau kerangka kerja, 

serta garis besar pertanyaan yang sama untuk setiap informan yang diwawancarai kepada Ketua Unit 

Pengumpul Zakat, Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada para 

informan yaitu mengenai indikator penilaian para ketua RT dalam menentukan mustahik di tiap RT 

nya. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan melalui literatur dengan mempelajari buku, jurnal 

dan artikel terkait pengelolaan zakat fitrah, pendistribusian zakat fitrah, kriteria mustahik zakat 

menurut Fikih Zakat 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Golongan Penerima Zakat Fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah 

Kelurahan Cipageran Kota Cimahi 

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Masjid Jami Al-Hikmah menaungi 

tiga RT yakni RT 01, RT 02, dan RT 03. Pendataan mustahik yang diperoleh oleh unit pengumpul 

zakat Masjid Jami Al-Hikmah diperoleh dari masing-masing RT yang telah melakukan pendataan 

atau observasi langsung kepada setiap rumah mustahik untuk melihat kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum melakukan pendataan terhadap warga nya, para pengurus RT berkoordinasi bersama Ketua 

Unit Pengumpul Zakat, pengurus RW dan tokoh masyarakat yang berkumpul untuk menentukan 

kriteria penerima zakat. Setelah pendataan dilakukan, data tersebut diberikan kepada Unit Pengumpul 

Zakat yang mengkoordinasikan dengan Ketua UPZ untuk dilakukan pencatatan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 01, penerima zakat fitrah di wilayah nya 

mendahulukan fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan nya di hari 

raya. Tidak hanya fakir dan miskin saja, muallaf yang terdaftar di wilayah nya pun tercantum pada 

penerima zakat. Pendataan yang dilakukan oleh ketua RT 01 dengan pencantuman kriteria mustahik 

fakir, miskin dan muallaf sudah termasuk kepada golongan mustahik zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 

60, Allah SWT berfirman:  

قَابِ  دقَٰتُ لِلْفقَُرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُْبهُُمْ وَفِى الر ِ ِ وَابْنِ ۞ اِنَّمَا الصَّ  وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِ ِۗوَاللّٰه نَ اللّٰه  السَّبيِْلِِۗ فَرِيْضَةً م ِ
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para 

amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” 
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Ayat diatas mengandung perintah untuk memberikan zakat kepada orang fakir, miskin, amil, 

mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam hal ini, maka pendistribusian zakat fitrah 

di wilayah RT 01 dan RT 02 dikategorikan telah sesuai dengan ketentuan fikih zakat.  

Berikut daftar mustahik di wilayah RT 01 yang di himpun dari laporan unit pengumpul zakat 

dan di verifikasi langsung dengan wawancara:  

Tabel 1. Mustahik RT 01 

No Nama Kepala Keluarga  Status Keterangan 

1 Nenja  Miskin Tidak Bekerja 

2 Rospita  Miskin Muallaf tidak bekerja 

3 Heri Miskin Tidak Bekerja 

4 Sulis Miskin Single parent 

5 Tommy Miskin Tidak Bekerja 

6 Yani Miskin ART janda  

7 Indun Miskin ART 

8 Ceuceu Miskin ART 

9 Wishnu Miskin Tidak Bekerja  
Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024. 

Seperti halnya RT 01, di wilayah RT 02 pun terdapat mustahik zakat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Murni yang melakukan pendataan di wilayah RT 02, mustahik di wilayah 

tersebut merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Berikut data mustahik RT 02 

yang diperoleh dari laporan unit pengumpul zakat dan di verifikasi kebenarannya melalui wawancara:  

Tabel 2. Mustahik RT 02 

No Nama Kepala Keluarga  Status Keterangan 

1 Handi  Miskin Tuna Netra 

2 Herawanto   Menengah ke bawah Serabutan  

3 Jajang  Miskin Tuna Netra  

4 Susi Miskin Single parent 

5 Yanti Miskin ART 

6 Epiyanti  Miskin Single parent 

7 Sri Miskin Janda  
Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024. 

Data di atas merupakan penerima zakat fitrah di wilayah RT 02. Sebagian besar dari penerima 

zakat ini merupakan miskin, namun ada yang terkategorikan menengah dikarenakan orang dewasa di 

keluarga tersebut memiliki pekerjaan namun belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari nya. 

Sehingga keluarga tersebut tercantum sebagai penerima zakat fitrah di tahun 2024.  

Pada wilayah RT 03, pendataan mustahik tidak dilakukan dengan observasi langsung 

melainkan menggunakan data yang sudah ada di tahun sebelumnya. Meskipun begitu, terhadap warga 

yang sudah tidak tinggal di wilayah RT 03, data tersebut dihapus sesuai koreksian dari Ketua RT 03.  

Tabel 3. Mustahik RT 03 

No Nama Kepala Keluarga  Keterangan 

1 Saiful  Pegawai 

2 Hidayat  Pegawai 

3 Dika Pegawai  

4 Dede Wiraswasta 

5 Mei Janda  
Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024. 

Penerima zakat fitrah di RT 03 terdapat 82 Kepala Keluarga. Data di atas merupakan orang 
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kaya yang menerima manfaat dari zakat fitrah.. Hal tersebut tidaklah selaras dengan hadist berikut:  

ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ  دَقةَُ   اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ حَدَّ لُّ الصَّ لَا تََِ
هَا أَوْ لغَِارمٍِ أوَْ لرَِجُلٍ اشْتََاَهَا بَِ  قَ عَلَى الْمِسْكِيِن فأََهْدَاهَا لغَِنِيٍ إِلاَّ لَِِمْسَةٍ لغَِازٍ فِ سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ لعَِامِلٍ عَلَي ْ الهِِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيٌن فَ تُصُديِ

 الْمِسْكِيُن للِْغَنِيِ 
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah pantas sedekah diberikan kepada orang kaya, 

kecuali lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah, atau orang yang memungut sedekah, 

atau orang yang berutang, atau orang yang membeli sedekah dengan uangnya, atau orang yang 

mempunyai tetangga miskin yang diberi sedekah, lalu memberikan hadiah kepada orang kaya itu.” 

Hadist di atas menjelaskan bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, kecuali bagi 

orang yang berperang dijalan Allah (Fii Sabilillah), Amil zakat, orang yang memiliki tanggungan 

hutang (Gharimin). Karena pada dasarnya, zakat diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang-orang 

yang membutuhkan, bukan untuk orang kaya. 

Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 03, pencantuman orang 

kaya tersebut karena sudah dilakukan secara turun-temurun atau tradisi lama yang sudah dilaksanakan 

sejak dahulu, sehingga apabila orang kaya tersebut dihapus dari data penerima zakat fitrah 

dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan antar warga yang menerima manfaat zakat fitrah. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua UPZ bahwa masih terdapat perselisihan antar warga 

yang menerima zakat dengan yang tidak menerima zakat dikarenakan penertiban administrasi warga 

yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai contoh, terdapat warga yang sudah tidak tinggal di wilayah 

tersebut namun karena “situasi turun-temurun” yang dilakukan oleh Ketua RT maka terjadilah 

kecemburuan sosial.  

Adanya ketidak-sesuaian antara golongan penerima zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah 

dengan Fikih Zakat, menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah belum sepenuhnya sesuai 

dengan Fikih Zakat. Pada aturan fikih zakat, pendistribusian zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada 

orang kaya yang memiliki pekerjaan cukup, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan orang yang wajib 

zakat (muzakki) melainkan hanya boleh di berikan kepada delapan golongan penerima zakat yang 

tercantum pada Q.S At-Taubah ayat 60. (Faridah, 2008) 

 

Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota 

Cimahi 

Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat yang 

dibentuk oleh Kelurahan Cipageran. Meskipun Unit Pengumpul Zakat ini merupakan lembaga amilin 

lokal dan bukan lembaga berizin resmi di bawah UU No. 23 Tahun 2011, prinsip-prinsip tata kelola 

yang terkandung dalam undang-undang tersebut tetap relevan sebagai tolak ukur. Pengelolaan zakat 

fitrah meliputi pengumpulan, perhitungan serta pendistribusian zakat fitrah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPZ, pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-

Hikmah memiliki keunikan tersendiri karena pemuda dan pemudi Masjid Jami Al-Hikmah di 

perbolehkan untuk terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah dari muzakki. Hal ini dilakukan agar 

menjadi suatu pelajaran dan pengalaman bagi para Pemuda dan Pemudi agar dikemudian hari sebagai 

pelaksana kegiatan hal serupa di masa mendatang. 

Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah dilaksanakan dengan memberikan 

edaran mengenai takaran zakat fitrah pada periode tersebut yang merupakan terusan dari edaran Badan 

Amil Zakat Kota Cimahi yang di sosialisasikan di Kelurahan. Kemudian waktu pengumpulan zakat 

fitrah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan yang telah disepakati pada musyawarah dengan 

pengurus RT dan RW beserta tokoh agama ini memperhatikan ketersediaan muzakki dalam 

menunaikan kewajibannya serta keutaman nya. 

Pada umunya zakat fitrah ditunaikan sesuai dengan kemampuan muzakki dalam menunaikannya. 

Adapun waktu pengumpulan zakat terbagi menjadi lima waktu, yakni: (Firdaus, 2023) 

1. Waktu Wajib, dilaksanakan pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai 

sebelum Shalat Idul Fitri. Ini merupakan waktu di mana kewajiban zakat fitrah melekat pada 

muslim yang memenuhi syarat. 

2. Waktu Mubah, pelaksanaannya pada awal bulan Ramadhan hingga menjelang waktu wajib 

yaitu pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadhan. Waktu mubah ini seringkali 
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disarankan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional karena dianggap sebagai waktu yang 

fleksibel dan mempermudah amil zakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat. 

3. Waktu Sunnah: pelaksanaan dimulai setelah shalat Subuh pada hari raya Idul Fitri sampai 

dengan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri dimulai. Pada waktu ini sangat dianjurkan karena 

sesuai dengan sunnah Rasulullah. 

4. Waktu Haram, yaitu pada saat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri. Karena zakat yang 

dibayarkan pada waktu ini bukan termasuk zakat fitrah melainkan hanya tergolong sebagai 

sedekah biasa. Sehingga menunaikan zakat fitrah batas akhir yakni sebelum ditegakkannya 

shalat Idul Fitri. 

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah yang dilakukan pada 10 

malam terakhir di bulan Ramadhan tidak termasuk pada waktu-waktu pelaksanaan zakat fitrah. Akan 

tetapi rentang waktu tersebut termasuk pada waktu mubah yakni pada awal bulan Ramadhan hingga 

terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.  

Setelah zakat fitrah di himpun oleh amilin, maka dilakukan proses perhitungan zakat fitrah. 

Proses ini dilaksanakan sebelum zakat fitrah dibagikan karena melalui berbagai perhitungan-perhitungan 

yang harus dilakukan oleh para Amil zakat. Dalam realisasi nya, pendistribusian zakat fitrah dibagi habis 

untuk mustahik setempat dengan perhitungan sesuai kesepakatan dengan pengurus RT dan RW 20. 

Adapun persentase 80% untuk mustahik, 20% untuk amilin dengan kategori fakir, miskin, dhu`afa. 

Kemanfaatan dari dana zakat yang diterima oleh para mustahik dibagikan dalam bentuk uang dan beras 

yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran dana zakat 

dalam bentuk uang dan beras ini pemanfaatannya sudah dirasakan oleh mustahik. Menurut salah satu 

mustahik yang menerima zakat, dana zakat yang disalurkan sangatlah bermanfaat karena dapat membantu 

mustahik dalam ketersediaan kebutuhan pokok di hari raya Idul Fitri. 

Berdasarkan temuan di lapangan, Unit Pengumpul Zakat Masjid Jami Al-Hikmah mayoritas 

mendistribusikan zakat fitrah pada malam takbir Idul Fitri yang mana hal tersebut dilakukan agar 

mempertimbangkan ketersediaan mustahik di kediamannya, Terdapat pula porsi kecil yang mungkin 

disalurkan setelah Shalat Idul Fitri, terutama bagi mustahik yang tidak ada di kediamannya atau 

berhalangan.  

Dalam sudut pandang fikih, idealnya zakat fitrah disalurkan sesaat sebelum Shalat Idul Fitri, 

sebagaimana tujuan utamanya adalah ṭuʻmatan lil-masākīn (sebagai makanan bagi orang miskin) agar 

mereka dapat merayakan hari raya dengan layak dan tidak terbebani untuk mencari nafkah pada hari tersebut 

(Avrilibel et al., 2025). Mayoritas ulama menganjurkan penyaluran sebelum shalat Idul Fitri untuk 

mencapai hikmah ini. Dalam praktiknya, mayoritas di salurkan pada malam takbiran hingga menjelang pagi 

Idul Fitri. Ini menunjukkan upaya panitia untuk memenuhi anjuran syariat terkait ketepatan waktu. Hal 

tersebut penting agar manfaat zakat dapat segera dirasakan mustahik untuk keperluan Idul Fitri.  

Namun, ditemukan pula penyaluran zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri. Hal ini perlu dikaji 

kembali lebih lanjut karena manfaat yang diterima bukan menjelang hari raya Idul Fitri melainkan 

setelah hari raya Idul Fitri. Amil berpendapat bahwa penundaan penyaluran zakat fitrah ini seringkali 

disebabkan tidak tersedia nya mustahik dikarenakan sudah pulang ke kampung halamannya. 

Meskipun masih terdapat beberapa mustahik yang mengatakan bahwa untuk dititipkan kepada 

tetangganya, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kekhawatiran dari Amil 

bahwa hak mustahik tersebut tidak diberikan sehingga hak mustahik tersebut disimpan terlebih 

dahulu. Penyaluran zakat mustahik yang tertunda biasanya disalurkan selesai pada H+5 hari raya Idul 

Fitri karena itu merupakan hak yang harus segera disalurkan.  

Aspek amanah, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas menjadi pilar penting yang terus 

dikembangkan oleh Unit Pengumpul Zakat. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip amanah 

dengan melakukan pencatatan yang rapi, menjaga integritas harta zakat.  

Prinsip amanah yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat di Masjid Jami Al Hikmah ialah 

dengan secepat mungkin mendistribusikan zakat fitrah serta mewajibkan para mustahik yang langsung 

menerima nya bukan orang lain. Hal ini yang menjadi tanggung jawab besar bagi Unit Pengumpul 

Zakat untuk menerapkan prinsip amanah.  

Dalam hal pencataan dan pelaporan, Unit Pengumpul Zakat di Masjid Jami Al Hikmah selalu 

menjadi yang paling utama dalam melaporkan dana zakat kepada Kelurahan Cipageran dan Badan 

Amil Zakat Kota Cimahi. Pelaporan ini merupakan suatu tanggung jawab yang penting karena adanya 

prinsip akuntabilitas yang mengikat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
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Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat baik 

pengumpulan, perhitungan serta pendistribusian zakat fitrah melalui musyawarah mufakat para 

pengurus RT dan RW, dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat 

mengenai beberapa pendistribusian yang dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri di tegakkan . Hal ini 

disebabkan ketidaksediannya mustahik di kediamannya sehingga tidak tercapainya tujuan ṭuʻmatan 

lil-masākīn (sebagai makanan bagi orang miskin). 

 

D. Kesimpulan 

Menurut penjelasan studi ini dapat disimpulkan bahwa, golongan penerima zakat di Masjid 

Jami Al-Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan fikih zakat. Sehingga diperlukannya perubahan 

secara bertahap dengan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penerima zakat fitrah yang 

sesuai dengan ketentuan fikih zakat.  

Kemudian pengelolaan zakat fitrah yang di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-

Hikmah terkait pengelolaan, perhitungan serta pendistribusian belum sepenuhnya sesuai fikih zakat. 

Terutama pada beberapa pendistribusian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri, yang 

hal ini tidaklah sesuai dengan tujuan ṭuʻmatan lil-masākīn (sebagai makanan bagi orang miskin). 
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